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ABSTRAK 

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum menjadi salah satu upaya 

pemerintah untuk menyediakan akses tanah sebagai sarana untuk melaksanakan 

pembangunan. Pada dasarnya pengadaan tanah untuk kepentingan dibagi menjadi 

dua macam yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum pemerintah dan 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum swasta baik dalam sector komersil 

maupun non komersil. Namun dengan gencarnya pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum kemudian banyak menimbulkan konflik pertanahan dalam 

masyarakat yang diakibatkan oleh ganti kerugian yang mungkin tidak sesuai dengan 

harapan. Dari hal ini penulis tertarik membahas fenomena ganti kerugian 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penulis mencoba meneliti bagaimana 

sejatinya ketentuan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan dalam hukum 

positif dan hukum Islam serta bagaimana proses pemberian ganti rugi baik dalam 

hukum positif maupun hukum Islam 

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis kepustakaan yang 

kemudian dianalisis secara deskriptif-komparatif serta penulis melakukan 

pendekatan penelitian secara yuridis-normatif dengan hukum positif dan hukum 

Islam. Dalam hal ini penulis menelaah undang-undang, peraturan pemerintah 

maupun peraturan terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, 

sedangkan dalam hukum Islam penulis mencoba mengkaji Al-Qur’an dan hadis 

serta dalil-dalil yang berkaitan dengan pengdaan tanah untuk kepentingan umum 

untuk kemudian diuraikan menggunakan teori Gustav Radruch yaitu tiga nilai dasar 

hukum dan teori maslahah ‘ammah. 

Berdasarkan metode yang digunakan, maka diketahui bahwa dalam hukum 

Islam maupun hukum positif sama-sama mengenal mekanisme pelepasan hak atas 

tanah namun dengan tetap memberikan ganti kerugian secara layak dan adil dan 

ganti kerugian berdasarkan hukum positif dan hukum islam haruslah ditentukan 

berdasarkan hasil evaluasi terhadap barang yang akan digantikan kerugiannya 

Kata kunci: pengadaan tanah, kepentingan umum, ganti kerugian, Gustav 

Radbruch, Maslahah ‘ammah 
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MOTTO 

“Seleseikan apa yang sudah kamu mulai” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan 

skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

 

A. Konsonan Tunggal 
 

HurufArab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alīf Tidak ا
dilambangkan 

 

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 ṡa’ ṡ s (dengan titik di atas) ث

 Jīm J Je ج

 Hâ’ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha’ Kh k dan h خ

 Dāl D De د

 Żāl Ż z (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Za’ Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy es dan ye ش

 Sâd ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dâd ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tâ’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Zâ’ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Aīn ‘ Koma terbalik ke atas‘ ع

 Gaīn G Ge غ
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 Fa’ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L ‘el ل

 Mīm M ‘em م

 Nūn N ‘en ن

 Wāwu W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي
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B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 
 

دَة  Ditulis Muta’addidah مُتعَدَ ِّ

دَّة  Ditulis ‘Iddah عِّ

 
 

C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata 

1. Bila Tā Marbūṭah dibaca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang 

sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan 

sebagainya. 

كْمَة  Ditulis Ḥikmah جِّ

زْ يَة   Ditulis Jizyah جِّ

 

2. Bila Tā Marbūṭah diikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h 

 ’Ditulis āmah al-Auliyā امَة ُ َاْلاوَْ لِّياءَ 

 

 

3. Bila Tā Marbūṭah hidup dengan Ḥarakat Fatḥah, kasrah dan Ḍammah 

ditulis t 
 

 Ditulis Zakāt al-Fiṭr زَ كَاة ُ الفِّطْر 

  

 
D. Vokal Pendek 

 

 Fatḥah Ditulis A ـَ

 Kasrah Ditulis I ـَ

 Ḍammah Ditulis U ـَ
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E. Vokal Panjang 

 

 
1 

Fatḥah+Alif 

لِّيَّة  جَ اهِّ

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Jāhiliyyah 

 
2 

Fatḥah+ Ya’ mati 

 تنَْسَى 

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Tansā 

 

3 

Kasrah+ Ya’ Mati 

يْم  كَرِّ

Ditulis 

Ditulis 

Ῑ 

Karīm 

 

4 

Ḍammah+ Wawu 

mati 

 فرُُوْ ض

 
Ditulis 

Ditulis 

 

Ū 

Furūḍ 

 

 
F. Vokal Rangkap 

 

 
1 

Fatḥah+ya’ mati 

 بَيْنكَُم 

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

Bainakum 

2 Fatḥah+ Wawu mati Ditulis Au 
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 Ditulis Qaul وْ ل 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata 

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

tanda apostrof (‘) 

 Ditulis A’antum أأَنْتمُ  1

 

 ن ْ شَكَرْ تمُ  2

 

Ditulis 

La’in 

Syakartum 

 

 
H. Kata Sandang Alīf+Lām 

1. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan Al. 
 

 Ditulis al-Qur’ān الْقرُْ آن   ا

 Ditulis al-Qiyās الْقِّياسَ   ا

 

 
2. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan 

huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el)-nya. 

 Ditulis as-Samā لسَّمَاءل ا

 Ditulis as-Syams شَّمْسا 

 

 
I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD). 

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
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Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi 

atau pengucapannya. 

 Ditulis Żawȋ al-furūḍ ي ْ الفرُُوْ ض 

 Ditulis Ahl as-Sunnah هْل ُ السُنَّة 

 

 
K. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan 

terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz. 

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah 

dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab. 

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi 

berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, 

misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh. 

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata 

Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan 
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KATA PENGANTAR 

 

دٍوَعَلىَ الَِهِ  ِ  الأَّذِيْ  أنَْعَمَناَ بنِِعْمَةِ  الِإيْمَانِ  وَاْلِإسْلاَمِ   .وَنصَُلِِّيْ  وَنسَُلِِّمُ  عَلىَ خَيْرِ  اْلأنَاَمِ  سَيِِّدِناَ مُحَمَّ  الْحِمْدُ لِِلَّ

ا بَعْدُ   وَصَحْبِهِ  أجَْمَعِيْنَ  أمََّ

Pertama, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. 

Yang telah memberikan rahmat, kenikmatan, kekuatan, ketabahan, 

kesabaran, keikhlasan, dan pertolongan kepada peneliti selama menjalani 

pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir 

sebagai bukti penyelesaian 

pendidikan strata satu. Kedua, sholawat serta salam peneliti haturkan kepada 

junjungan Nabi Agung Muhammad Saw. Kepada para keluarganya, 

sahabatnya dan para umatnya, dan semoga kita semua termasuk umat yang 

akan mendapatkan syafa’atnya di hari 

akhir. Aamiin 

Beribu syukur selalu peneliti ucapkan atas kemurahan rahmat dan 

petunjuk yang telah Allah swt berikan, sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENETAPAN GANTI RUGI  

TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM: PERSPEKTIF HUKUM 

POSITIF DAN HUKUM ISLAM”. Peneliti menyadari dalam penulisan 

skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, petunjuk serta bimbingan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan 

hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah  

Undang-undang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum No.2 Tahun 

2012 yang selanjutnya disingkat dengan UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 

Umum adalah salah satu produk hukum yang telah di canangkan di era Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono.  

Terbaru peraturan pemerintah tentang proyek pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum ialah PP No. 19 2021, peraturan perundangan tentang pengadaan 

tanah untuk kepentingan umum sendiri banyak menimbulkan pro dan kontra 

diberbagai elemen masyarakat termasuk oleh sebagian pemerintah yang tidak setuju 

dengan adanya UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum tersebut. Tentu 

berbagai pendapat yang muncul memiliki alasan, argumentasinya sendiri. 

Undang-undang nomor 2 tahun 2012 sendiri terdapat perbedaan yaitu 

misalnya dalam undang-undang mengatur jangka pelaksanaan pengadaan tanah 

dilakukan dalam kurun waktu 2 tahun sedangkan dalam peraturan pemerintah 

nomor 19 tahun 2021 pengadaan tanah dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun 

Selain itu, nilai keadilan yang secara umum yaitu keadilan sosial juga 

menjadi alasan penting karena sejarah bangsa membuktikan terja dinya 

ketimpangan struktur sosial yang tidak adil “unjustice”. Keadilan sosial adalah 

keadilan yang pelaksanaannya tidak lagi tergantung pada kehendak pribadi, pada 

kebaikan individu yang bersikap adil, tetapi sudah bersifat struktural. Artinya, 



 

2 
 

pelaksanaan keadilan sosial tersebut sangat tergantung kepada penciptaan struktur 

sosial yang adil. Mengusahakan keadilan sosial berarti harus dilakukan melalui 

perjuangan memperbaiki struktur-struktur sosial yang tidak adil tersebut.1 

Setidaknya ada beberapa pasal yang dianggap melenceng dari nilai keadilan 

yaitu Pasal 2 huruf g, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 14, Pasal 21 ayat (1), Pasal 

23 ayat (1), Pasal 40, dan Pasal 42 UU Pengadaan Tanah karena bertentangan 

dengan UUD 1945. Pasal-pasal tersebut justru dinilai melegalkan perampasan tanah 

dengan dalih kepentingan umum.2 

Padahal akses terhadap keadilan juga elemen penting pemenuhan hak asasi 

manusia. John Rawls dalam bukunya A Theory of Juctice menyatakan bahwa 

keadilan dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang bisa dibuat 

bersama-sama, yakni dengan pendekatan prinsip konsepsi keadilan dalam regulasi, 

mengatur kritik serta reformasi institusi. Kunci dari prinsip Rawls adalah penegakan 

pada pemenuhan hak dasar sehingga prinsip kesetaraan akan terwujud, bila tercipta 

keadilan dengan tidak ada praktik perampasan terhadap hak-hak dasar manusia.3 

 
1 koeswahyono, “Tinjauan Kritis Atas UU No.2 Tahun 2012”, 

http://ikuswahyono.lecture.ub.ac.id/2012/03/tinjauan-kritis-atas-uu-no-2-tahun-2012/, diakses 2 juni 

2022 

2 Muhammad Rusfi, Filsafat Harta : Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan 

Harta. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864 Vol 

13, No 2 (2016) diakses 15 mei 2022 pukul 20:34 

  
3  John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts. 

Diterjemahkan U. Fauzan dan H. Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar,Yogyakarta, 2006, hlm. 

95 

http://ikuswahyono.lecture.ub.ac.id/2012/03/tinjauan-kritis-atas-uu-no-2-tahun-2012/
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Selain dampak negatif dan banyaknya kritik yang muncul dalam Undang-

undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 

kepentingan umum. Undang-undang ini juga memiliki dampak positif khususnya 

bagi para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tanah. 

 Undang-undang ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi semua 

pihak. Meskipun masih terdapat aspek material dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2012 yang berpotensi menimbulkan masalah antara lain mengenai prosedur 

penetapan bentuk dan dasar perhitungan ganti rugi serta definisi dan cakupan 

kepentingan umum. 

Selain itu disahkannya UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 

juga menjadi realisasi keseriusan pemerintah dalam hal regulasi pertanahan yang 

sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Thn 1975, 

Keputusan Presiden No.55 Thn 1993, Peraturan Presiden No.36 Thn 2005 serta 

terakhir Peraturan Presiden No.65 Thn 2006, Perpres Nomor 148 Tahun 2015 

tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

dan juga PP Nomer 19 tahun 2021 yang terbit dimasa Presiden Joko Widodo. Selain 

beberapa peraturan tersebut, yang terbaru yakni Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum. 
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Dalam UU dinyatakan bahwa nilai ganti kerugian bersifat final dan mengikat 

serta tim penilai mendampingi saat musyawarah. Secara umum, PP Nomor 19 

Tahun 2021 menekankan bahwa harus terdapat kesepakatan lokasi dengan pihak 

yang berhak maupun pengelola barang serta pengguna barang. Kesepakatan lokasi 

tersebut didapat melalui konsultasi publik. Dalam tahapan ini peran gubernur 

penting karena bagaimana mewujudkan bahwa lokasi yang ditetapkan akan 

dilakukan pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Adanya kesepakatan lokasi ini, 

harapannya tidak ada masyarakat yang menolak karena sebenarnya kesepakatan 

sudah dicapai melalui konsultasi publik tadi. 

Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam tahapan pelaksanaan, nilai ganti 

kerugian adalah layak dan adil, yang menjadi obyek penilaian adalah tanah, ruang 

atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, serta benda yang berkaitan 

dengan tanah. Selain mengganti kerugian fisik, PP Nomor 19 Tahun 2021 juga 

menilai ganti rugi non fisik. Kerugian non fisik antara lain kehilangan pekerjaan, 

bisnis/alih profesi, kerugian emosional (solatolium), dan kerugian karena sisa tanah 

dan fisik lainnya. 

Selanjutnya, berbeda dengan UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan 

Umum, dalam Hukum Islam tidak diatur secara rinci mengenai berapa besaran dan 

bagaimana proses ganti rugi terhadap tanah untuk kepentingan umum, namun 

Hukum Islam mengatur secara umum mengenai ganti rugi. Istilah ganti rugi 

sebenarnya sudah ada pada masa Rasulullah namun pada prosesnya dalam 
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pengambil alihan hak atas suatu benda dilakukan dengan metode musyawarah 

sehingga tercipta konsep keadilan bagi pemilik tanah dan pengambil hak atas 

benda.4 

Pada pasal 37 dijelaskan bahwa untuk menetapkan besaran ganti rugi atas 

tanah yang terkena proyek pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan 

melalui musyawarah dengan pihak-pihak yang berhak menerima ganti rugi tersebut 

dalam waktu 30 hari setelah petugas penilai harga tanah menetapkan besaran harga 

tanah sesuai harga yang berlaku pada umumnya (pasal37).5 

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Islam menyangkut tiga 

hal yaitu,  tentang harta dalam konsep hukum Islam, maslahah mursalah, bagaimana 

proses pengadaannya, hingga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh manusia. 

Pedoman umum yang akan dijadikan pedoman menurut Islam tentang Pengadaan 

Tanah untuk Kepentingan Umum, tidak terlepas dari AlQur'an maupun Hadits yang 

diriwayatkan oleh ahli hadits dan risalah Rasulullah SAW. 

Dalam Al-Qur'an, dinyatakan bahwa Allah menganugerahkan karunia yang 

besar bagi manusia dengan menciptakan bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya bagi manusia untuk digunakan manusia untuk dapat 

menjaga kelangsungan hidupnya dan agar manusia berbakti kepada Allah SWT, 

kepada keluarga dan kepada masyarakat. Di dalam ayat-ayat al-Qur'an surah al-

 
4  Irfan Prapalia,”Konsep Musyawarah Dan ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk 

Kepentingan Umum Perpektif Hukum Islam”, Jurnal Renaissance No. 1 Vol.3 (Januari,2018).Hlm 182 

 
5 Ahmad Wardi Muslih. 2013, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah), hlm. 443-444 
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Baqarah ayat 29, dinyatakan: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di 

bumi untuk kamu .......... " (QS. al-Baqarah: 29). 

Dalam masalah muamalah, adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat 

dapat dijadikan sebagai landasan hukum dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak 

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara” sesuai 

kaidah fiqih “Adat kebiasaan digunakan sebagai dasar hukum.”.6 

Qaidah tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah saw “Sesuatu yang oleh 

orang muslim dipandang baik, maka di sisi Allah juga dianggap baik (pula)”7. Ibnu 

Nujaim mendefinisikan adat sebagai “Suatu ungkapan dari apa yang terpendam 

dalam diri, perkara yang dilakukan berulang-ulang yang dapat diterima oleh akal 

sehat.8 Sehingga ketika menggunakan adat istiadat diharapkan mampu menciptakan 

keadilan hukum bagi masyarakat terutama dalam masalah ganti rugi tanah akibat 

adanya proyek pemerintah. 

Namun Islam sendiri mengenal konsep maslahah ‘ammah Maslahah ‘ammah 

adalah sesuatu yang mengandung nilai manfaat dilihat dari kepentingan umat 

manusia dan tiadanya nilai madharat yang terkandung di dalam, baik yang 

dihasilkan dari kegiatan jalbul manfa'ah (mendapatkan manfaat) maupun kegiatan 

daf’ul mafsadah (menghindari kerusakan). 

 
6 Jalaluddin al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nadhâir fi Qawâid wa Furû‟ fiqh al-Syafiiyah, 

(Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1411 H), hlm. 60. 
7 Ibid, hlm. 61. 
8 Ibnu Nujaim, Al-Asybah wa al-Nadhâir „alâ Mazhabi Abî Hanîfah al-Nu‟mân, (Beirut: Dâr 

al-Kutub al-Ilmiyah, 1413 H), hlm. 100. 
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Maslahah ‘ammah harus selaras dengan tujuan syariat, yaitu terpeliharanya 

lima hak dan jaminan dasar manusia (al-ushul al-khamsah), yang meliputi: 

keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa (dan kehormatan), keselamatan 

akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan hak milik. 

Dalam kitab Al-Mustashfa I: 284-286 ditegaskan bahwa maslahah pada 

intinya adalah ungkapan tentang penarikan nanfaat dan penolakan bahaya. 

Maksudnya adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan hukum (syara'). Tujuan 

hukum bagi manusia itu ada lima; yaitu agar hukum memproteksi jiwa, akal, 

keturunan, dan harta mereka. Segala tindakan memelihara agama, jiwa, akal, 

keturunan dan harta mereka, segala tindakan yang menjamin terlindunginya lima 

prinsip tujuan hukum di atas itu disebut "maslahah". Sedangkan semua tindakan 

yang mengabaikan lima prinsip tujuan tersebut itu disebut kerusakan (mafsadah) 

dan menolak kerusakan itu juga maslahah".9 

Maslahah ‘ammah harus benar-benar untuk kepentingan umum, tidak untuk 

kepentingan khusus (perorangan). Adapun sesuatu yang membawa manfaat dan 

meniadakan madharat hanya menguntungkan ltau untuk kepentingan pihak-pihak 

tertentu bukanlah termasuk maslahah ‘ammah. Maslahah ‘ammah tidak boleh 

mengorbankan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi yang lebih besar. 

Maslahah ‘ammah harus bersifat haqiqiyah (nyata) dan tidak wahmiyah (hipotesis). 

 
9 Fasal tentang Maslahah ‘Ammah/ Kepentingan Umum (1) 

https://islam.nu.or.id/syariah/fasal-tentang-maslahah-amp8216ammah-kepentingn-umum-1-SXPto 

dikunjungi pada tanggal 12/22/2022 pukul  23:40 

 

https://islam.nu.or.id/syariah/fasal-tentang-maslahah-amp8216ammah-kepentingn-umum-1-SXPto%20dikunjungi%20pada%20tanggal%2012/22/2022
https://islam.nu.or.id/syariah/fasal-tentang-maslahah-amp8216ammah-kepentingn-umum-1-SXPto%20dikunjungi%20pada%20tanggal%2012/22/2022
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Karena itu, untuk menentukan maslahah ‘ammah harus dilakukan melalui kajian 

yang cermat atau penelitian, musyawarah dan ditetapkan secara bersama-sama. 

Yang di maksud dengan Hukum Positif adalah salah satu bagian hukum, 

ditinjau menurut waktu berlakunya. Hukum positif atau biasa dikenal dengan ius 

constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu 

dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya hukum yang berlaku bagi masyarakat pada 

suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu.10 

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemhaman manusia 

atau nash Al-Qur‟an maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang 

berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman dan ruang manusia.11.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum perspektif 

hukum positif dan hukum Islam? 

2.  Bagaimana proses pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif? 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

 
10 Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: PT Bina ilmu, 2011), h.21.  
11 Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial (Jakarta: Penamadani, 2005), 

h.6.  
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1. Tujuan penelitian 

Dari uraian rumusan masalah di atas diharapkan dapat mencapai beberapa 

tujuan, yaitu: 

a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan ganti rugi atas tanah dalam 

proyek pemerintah menurut Hukum positif dan Hukum Islam. 

b. Untuk mengetahui bagaimana proses pemberian ganti rugi tanah dalam 

proyek pemerintah perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif  

2. Kegunaan penelitian  

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis maupun praktis. 

a. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah 

wawasan keilmuan dalam bidang hukum positif serta Hukum Islam dan 

Hukum Positif 

b.  Secara praktis  

1) Bagi penulis, kegunaan penelitian ini adalah memberikan manfaat 

dalam menambah wawasan, penerepan dan pengembangan teori 

ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dan untuk 

mendapatkan gelar sarjana strata satu. 
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2) Bagi umum, untuk memperkaya wawasan  masyarakat, terutama di 

lingkup akademisi untuk dapat memberikan referensi dan saran 

pemikiran dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan 

bermanfaat sebagai bahan untuk perbandingan bagi penelitian yang 

lainnya. 

D. Telaah Pustaka 

 Telaah pustaka merupakan kajian tentang hubungan pembahasan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Peneliti menemukan 

beberapa tulisan atau karya ilmiah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ganti 

rugi tanah dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif 

1. Skripsi karya Cindrianto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang 

Ganti Rugi Hak Rakyat Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan 

Umum (Studi Analisis Tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 

Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum)”. Skripai 

menjelaskan tentang cara serta metode pemberian ganti rugi dalam 

pengadaan tanah untuk kepentingan dalan perspektif Undang-Undang 

No.2 tahun 2012 dan Hukum Islam.12 

2. Tesis Surur Roiqoh, S.HI, yang berjudul “Pengadaan Tanah untuk 

Kepentingan Umum(Kajian Perbandingan Antara Hukum Islam Dalam 

 
12 Cindrianto, Tinjauan Hukum Islam Tentang Ganti Rugi Hak Rakyat Dalam Pengadaan Tanah 

Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang 

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum), Skripsi,(Lampung:UIN Raden Intan,2019) 
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Konsep Maslahah Mursalah Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2012” tesis ini menjelaskan bahwa tujuan dari undang-undang no.2 tahun 

2012 adalah untuk mencapai kemakmuran mengingat bahwa semua ha k 

atas tanah mempunyai fungsi sosial serta konsep maslahah mursalah 

digunakan untuk menyeleseikan masalah pengadaan tanah .13 

3. Skripsi Agus Teriyana, skipsi yang berjudul “Konsinyasi Dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Perspektif Maqashid Asy-

Syari’ah”. Dalam skripsi ini membahas proses konsinyasi dalam proses 

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ditinjau dalam Undang-

Undang No.2 Tahun 2012 an juga Konsep Maqashid Syariah.14 

4. Skripsi Noni Amelia, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan 

Hukum Positif Tentang Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kantor 

Pemerintah (Studi Di SDN 3 Pasar Krui Lampung)”. Dalam skripsi ini 

membahas mengenai proses pembebasan tanah yang ditinjau dalam 

hukum Islam dan hukum positif.15 

 
13  Surur Roiqoh, S.HI, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum(Kajian Perbandingan 

Antara Hukum Islam Dalam Konsep Maslahah Mursalah Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2012,tesis,(Yogyakarta:UII,2013) 
14  Agus Teriyana, Konsinyasi Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Perspektif Maqashid Asy-

Syari’ah,skripsi,(Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga,2020) 
15 Noni Amelia, Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pembebasan Tanah 

Untuk Pembangunan Kantor Pemerintah (Studi Di SDN 3 Pasar Krui Lampung), skripsi, 

(Lampung;Uin Raden Intan,2019) 
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5. Tesis Irfan Papalia, S.HI, tesis yang berjudul “Konsep Musyawarah 

Dang Anti Rugi Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 

Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam tesis ini membahas mengenai 

konsep musyaawarah serta konsep ganti kerugian dalam Pengadaan 

Tanah untuk Kepentingan Umum dalam perspektif hukum Islam.16 

E. Kerangka Teori 

Hukum menjadi indikator penting dalam kemajuan sebuah negara, dimana cita-

cita hukum adalah menciptakan sebuah sistem yang berkeadilan bagi semua 

masyarakat. Persoalan yang menjadi kendala untuk membuat produk hukum yang 

berkeadilan adalah persoalan yang bersifat internal dan eksternal.  

Persoalan yang bersifat internal adalah berkaitan dengan bahasa hukum yang 

akan dirumuskan seyogyanya merupakan bahasa yang mudah dipahami serta bahasa 

yang memenuhi kaidah normatif yang baik.  

Adapun ciri utama bahasa perundang-undangan menurut Gustav Rabruch 

adalah bebas dari emosi, tanpa perasaan dan datar. Sementara itu, Charles 

Stampford mengatakan bahwa disebabkan oleh tuntutan untuk merumuskan ke 

dalam teks tersebut, maka hukum sudah memasuki suatu ranah kebahasaan dan 

dengan demikian memasuki suatu permainan bahasa (language games).  

Kondisi ini dikritisi oleh Satjipto Rahardjo dengan mengatakan bahwa 

hukum itu cacat sejak lahir. Imbas lain dari keharusan formalisasi hukum tersebut 

 
16 Irfan papalia, Konsep Musyawarah Dan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk 

Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Islam,  tesis,(Yogyakarta:UII,2013) 
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adalah terjadinya kekosongan hukum. Ketika benteng legislatif tidak berhasil 

merumuskan keadilan secara memadai, maka harapan terakhiruntuk mewujudkan 

keadilan yang telah dirumuskan dalam teks hukum maupun yang belum ada teks 

hukum adalah lembaga yudikatif yakni melalui hakim-hakimnya.17 

Gustav Radbruch dalam teorinya tiga nilai dasar hukum mengemukakan 

bahwasanya hukum haruslah memiliki tiga aspek dasar berupa: 

1.  Keadilan 

2. Kemanfaatan 

3. Kepastian hukum 

  Dalam skripsi juga akan menyinggung seputar konsep maslahah ‘ammah, 

masalah ammah sendiri adalah kemaslahatan umum yang menyangkut 

kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk 

kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat. 

F. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah 

metode penelitian kualitatif yang menitik beratkan pada kajian pustaka serta jenis 

penelitian yang temuannya tidak dipengaruhi oleh bentuk hitungan, statistic 

 
17 Shinta Dewi Rismawati,”Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresi Di Era 

Komodifikasi Hukum”, https://media.neliti.com/media/publications/208930-menebarkan-keadilan-

sosial-dengan-hukum.pdf diakses 17/10/2021 pukul 21:07 

https://media.neliti.com/media/publications/208930-menebarkan-keadilan-sosial-dengan-hukum.pdf%20diakses%2017/10/2021
https://media.neliti.com/media/publications/208930-menebarkan-keadilan-sosial-dengan-hukum.pdf%20diakses%2017/10/2021
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ataupun yang lainnya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah library research 18, artinya, penelitian ini 

didasarkan data tertulis yang berasal dari buku, kitab, jurnal, laporan hasil 

penelitian terdahulu dan sumber-sumber data lannya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif 19  artinya, dalam penelitian ini 

penulis menggambarkan perbedaan pendapat, persamaan dan metode. 

Kemudian menganalisis faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat 

mengunakan metode penelitian di atas. Selain itu penelitian ini juga bersifat 

komparatif20. 

3. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian ini adalah normatif-yuridis. Pendekatan 

normatif sendiri artinya, memadang masalah dari sudut legal formal. 

Maksud legal formal seperti sistem perundang-undangan.  

 
18 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 

Hlm,5. 
19 J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta : PT Grasindo, 2010), Hlm, 60.  
20 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),Hlm, 160, 
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Sedangkan penelitian yuridis sendiri menurut Menurut Soerjono 

Soekanto adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data baik primer maupun sekunder sebagai bahan dasar 

untuk diteliti peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti.21 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari satu jenis data yaitu data 

sekunder. Data sekunder ini kemudian dibedakan menjadi dua bahan yaitu 

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan 

mengikat 

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan 

Tanah untuk Kepentingan Umum 

b. Hukum Islam baik berupa fatwa maupun ijma dan qiyas para 

ulama 

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang hukum yang tidak 

mengikat dan hanya berfungsi sebagai bahan penjelas hukum 

primer, bahan sekunder terdiri dari 

a. Hasil karya ilmiah para sarjana 

b. Kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini 

 
21 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Karena jenis penelitian ini adalah library reseach, maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, adapun buku-

buku yang dipelajari adalah buku-buku mengenai hukum pertanahan dan 

agraria serta buku-buku lainnya. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisi data dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui pola 

berpikir : 

a. Induktif, yaitu bertitik tolak pada pola pikir yang khusus untuk 

kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk yang bersifat umum. 

b. komparatif22,yaitu dengan analisa membandingkan antara kedua 

konsep hukum yang berbeda sehingga di ketahui kesamaannya 

dan perbedaannya. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan mudah untuk dipahami, skripsi 

ini dibagi ke dalam bab-perbab. Adapun sistematika pembahasannya adalah 

sebagai berikut: 

 
22 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, (Solo: 

Cakra Books, 2014), hlm. 191. 
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Bab I, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, talaah pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II, membahas tentang landasan teori gustav radbruch tentang tiga nilai 

dasar hukum dan konsep maslahah ‘ammah. 

Bab III, membahas pengadaan tanah untuk kepentingan umum perspektif 

hukum Islam dan hukum positif serta pengertian pertanahan, ganti rugi untuk 

kepentingan umum 

Bab IV, membahas tentang ketentuan dan proses pemberian ganti rugi tanah 

untuk kepentingan umum perspektif hukum Islam dan hukum positif 

Bab V, yaitu penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari 

permasalahan dan saran, penelitian  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Baik dalam Hukum Positif maupun Hukum Islam tentang pengadaan tanah 

sama-sama mengenal mekanisme pelepasan hak atas tanah secara paksa dan 

sukarela.  Namun dengan tetap memberikan ganti kerugian yang layak dan adil. 

Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan umum harus didahulukan dari 

kepentingan perorangan, tetapi tidak boleh dilakukan dengan cara yang batil 

atau harus sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku. Berdasarkan Hukum 

Islam Pemberian Kompensasi Hak-Hak Rakyat dalam Pengadaan Tanah untuk 

Kepentingan Bersama: Dalam Islam memiliki teori Maslahah Ammah yang 

mampu mengakomodir sistem pertanahan, praktik pengadaan tanah  telah 

dipraktikkan di Zaman Rasulullah SAW dan juga dilakukan oleh Bin Khattab. 

Nabi Muhammad dan Khalifah Umar bin dalam Pelaksanaan pelepasan atau 

penyerahan dan ganti rugi hak atas tanah seperti dilakukan oleh Khattab ra. 

Adalah dengan cara Jual beli al-bai' البيع, tukar menukar, infaq, sedekah, hadiah, 

wasiat, wakaf, warisan, hibah, zakat dan ihyaul mawat diatur dalam hukum 

Islam. Selama tanah yang akan disita benar-benar digunakan untuk kepentingan 

umum dan manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. 



 

78 
 

2. Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam Esensi dari pengadaan tanah 

selain tujuan utama adalah untuk menyelenggarakan proyeksi pembangunan 

untuk kepentingan umum, dan tidak kalah penting dalam pengadaan tersebut 

adalah pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Besarnya ganti 

rugi akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap barang yang akan 

dibebaskan tanahnya oleh penilai yang dipilih oleh pelaksana pengadaan tanah 

atau penilai resmi. Selain itu, besaran remunerasi berdasarkan hasil evaluasi 

ahli dan penilai akan menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan remunerasi. Sedangkan pembayaran ganti rugi semestinya dilakukan 

secara adil. 

 

B. Saran 

1. Penelitian dengan tema pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut 

Hukum Positif dan Hukum Islam bagi peneliti termasuk penelitian yang masih 

jarang di bahas dan di teliti lebih dalam sehingga memungkinkan untuk 

dilakukan penelitian lanjutan. 

2. Perbanyakan referensi dari banyak pustaka yang ada di perpustakaan terkait 

dengan pertanahan menurut hukum positif dan hukum Islam sangat membantu 

dalam perluasan pengetahuan tentang pertanahan di Indonesia, sehingga 

memudahkan dan memberikan fasilitas kepada civitas akademika dan aparatur 

negara maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dalam subjek ini untuk 

melakukan kajian dan penelitian selanjutnya. 
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3. Sesuai dengan peraturan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam dalam tinjauan 

pergantirugian bagi Hukum Pertanahan Nasional untuk tindakan penggantirugian 

hak kepemilikan tanah agar Pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama dan 

bermusyawarah menetapkan kesepakatan agar tercipta mekanisme pelepasan hak 

yang layak dan adil sesuai prosedur yang berlaku. 
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